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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Konsep Kepuasan 

Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin statis, artinya cukup baik atau 

factio (melakukan atau membuat).Sehingga secara sederhana dapatdiartikan sebagai usaha 

pemenuhan sesuatu. 

Untuk meningkatkan mutu pelayanan tidak ada pilihan lain kecuali peningkatan 

profesional sumber daya manusia, sebagai modal utama layanan kepada masyarakat, serta 

berupaya terus menerus melakukan berbagai efisiensi dan diferensiasi layanan yang mampu 

meningkatkan output. Untuk dituntut terus mengenali dan merespon berbagai factor eksternal 

yang perlu dipertimbangkan. 

Menurut (Supranto,2011) mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Tingkat 

kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. 

Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan sangat kecewa. Bila kinerja sesuai 

harapan, maka pelanggan akan sangat puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, maka 

pelanggan akan sangat puas harapan pelanggan dapat dapat dibentuk oleh pengalaman masa 

lampau. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan 

memberi komentar yang baik. 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

produk yang ia rasakan dengan harapannya.  

(Murni Sumarni, 2002 :226) 
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Menurut Tjiptono dan Candra, (2004) sehingga kepuasan bisa diartikan sebagai upaya 

pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan adalah perasaan senang, puas individu karena antara harapan dan kenyataan dalam 

memakai dan pelayanan yang di berikan terpenuhi. 

a. Kepuasan pasien 

Pasien yang puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien puas 

mereka akan melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya, tetapi jika pasien merasa tidak puas 

mereka akan memberitahukan dua kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman 

buruknya. Untuk menciptakan kepuasan pasien rumah sakit harus menciptakan dan mengelolah 

suatu sistem untuk memperoleh pasien yang lebih banyak dan kemampuan untuk 

mempertahankan pasiennya.Arti kepuasan pasien dapat disimpulkan adalah perasaan 

senang,puas individu karena terpenuhnya harapan atau keinginan dalam menerima jasapelayanan 

kesehatan. 

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien 

Menurut pendapat Budiastuti (2002) mengemukakan bahwa pasien dalammengevaluasi 

kepuasan terhadap jasa pelayanan yang diterima mengacu pada beberapa faktor, antara lain : 

1) Kualitas pelayanan 

Memegang peranan penting dalam industri jasa. Pelanggan dalam hal ini pasien akan 

merasa puas jika mereka memperoleh pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan 
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2) Faktor emosional 

Pasien yang merasa bangga dan yakin bahwa orang lain kagum terhadapkonsumen bila 

dalam halini pasien memilih rumah sakit yang sudahmempunyai pandangan rumah sakit mahal, 

cenderung memiliki tingkatkepuasan yang lebih tinggi. 

3) Harga 

Harga merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam penentuankualitas guna 

mencapai kepuasan pasien.Meskipun demikian elemen inimempengaruhi pasien dari segi biaya 

yang dikeluarkan, biasanya semakinmahal harganya perawatan maka pasien mempunyai harapan 

yang lebih besar. Sedangkan rumah sakit yang berkualitas sama tetapi berharga murah,memberi 

nilai yang lebih tinggi pada pasien. 

4) Biaya 

Mendapatkan produk atau jasa pasien yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan jasa pelayanan, cenderung puas terhadap 

jasa pelayanan tersebut. 

5) Kualitas produk dan jasa 

Pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa 

yang digunakan berkualitas. Persepsi konsumen terhadap kualitas produk atau jasa dipengaruhi 

oleh dua hal yaitu kenyataan kualitas produk atau jasa yang sesungguhnya dan komunikasi 

perusahaan terutama iklan dalam mempromosikan rumah sakitnya. 
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2.2. Konsep Pelayanan 

Menurut Moenir dalam Harbani Pasolong (2010 :128) Mengatakan bahwa pelayanan 

adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas oran lain secara langsung.  

Menurut Gronroos (Ratminton,2005:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapatdiraba) yang terjadi sebagai 

akibat adanya interaksiantar konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

organisasi pemberi pelayananyang dimaksudnya untuk memecahkan permasalahan konsumen 

dan pelanggan.  

Menurut Sinambela (2006:5), pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasanmeskipun hasilnya tidak terkait 

pada suatu produk secara fisik.  

Pengertian yang lebih luas juga disampaikan oleh Daviddow dan Utal (dalamSutopo dan 

Suryanto, 2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yangmempertinggi kepuasan 

pelanggan. Pencapaian kepuasan pelanggan melaluikualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan 

pendekatan sebagai berikut : 

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan 

pelanggan. Misalnya melakukan penelitian dengan metode pengamatan bagi para 

pegawai perusahaan tentang pelaksanaan pelayanan, 

2. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk mencapai keluhan. 

3. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dan 

misi di dalam perbaikan proses pelayanan yang termasuk di dalamnya memperbaiki cara 

berpikir,perilaku, kemampuan 
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 pengetahuan dan semua sumber daya manusia yang ada. Suatu pelayanan akan dapat 

terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor : 

1. Adanya aturan yang memadai 

2. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis 

3. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

4. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan                            

yang bertanggung jawabkan 

5. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas Menurut 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMEN) dalam Harbani 

Pasolong (2010 : 128) Mengemukakan bahwa pelayanan adalahsegala bentuk kegiatan 

pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangkaupaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat.Menurut Moenir (2006 : 19) fungsi pelayanan tersebut antara lain : 

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga menghemat waktu 

2. Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa 

3. Kualitas produk yang lebih baik dan terjamin 

4. Ketetapkan susunan dan stabilitas ukuran terjamin 

5. Lebih mudah atau sederhana dalam gerak pelakunya 

6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang – orang yang berkepentingan 

7. Menimbulkan perasaan puas pada orang – orang yang berkepentingan 

sehinggamengurangi sikap emosional mereka. 
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Menurut Ratminto dan Winarsi (2005), Pelayanan adalah produk-produkyang tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusiadan menggunakan peralatan. Ini 

adalah definisi yang simpel sedangkan definisiyang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam 

Ratminto dan Winarsi (2005)pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

tidak kasat mata(tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen 

dankaryawan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh perusahaan pemberi pelayananyang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.Berdasarkan dua definisi 

diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayananadalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 

dan melibatkan upaya manusi atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan 

penyelenggara pelayanan.Berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor 

81 tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan menteri pendayagunaan 

aparatur negara Nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan pelayanansebagai segala bentuk pelayanan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahpusat, di daerah, dan dilingkungan badan usaha milik 

negara dalam bentuk barangdan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan.Jadi 

penulis menyimpulkan pelayanan adalah segala bentuk kegiatan dalambentuk barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakata sehingga mendapatkan kepuasan. 
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2.3.Paradigma Pelayanan Publik 

Dasar teoritis dan fondasi epistomologi dari NPS adalah teori demokrasi, teori ini 

menyatakan bahwa persamaan (egalitarianism) dan kebebasan (liberty) individu diperkenankan, 

konsep kepentingan public adalah merupakan hasil dialog dari berbagai nilai, responsivitas 

birokrasipublik ditujukan kepada citizen’s (Warga Negara) bukan clients dan constituent atau 

juga customer, peran pemerintah sebagai serving, akuntabilitas terdiri darimultiaspek: 

akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar professional, struktur 

organisasi adalah struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagai secara internal dan 

eksternal, dan asusmsi terhadap motivasi pegawai dan administrator adalah pelayanan publik 

dengan keinginan melayani masyarakat.perubahan paradigma tersebut, untuk model Indonesia 

telah di tuangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dari mulai perubahan/ 

amandemen UUD 1945, sampai kepada perubahan peraturan gubernur, bupati, atau walikota. 

Bahkan sekarang telah dikelurkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

public. Walaupun tidak sepenuhnya mengadopsi paradigm NPS, undang-undang tersebut paling 

tidak sudah berupaya untuk memperlakukan warga Negara sebagai citizens, bukan pelanggang 

atau klien dan berorientasi kepada kepentingan pelayanan public. 

Namun demikian, perubahan orientasi kepada “rakyat/public” tersebut bukanlah hal yang 

mudah. Mengubah pola pikir dan kebiasaan “dilayani” bagi pemerintah/pemerintah daerah 

(presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, camat, lurah hingga kepala desa) menjadi 

“melayani” memerlukan waktu yang  
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tidak sebentar. Sama halnya merubah sikap mental anak jajahan, karena sangat lama dijajah oleh 

belanda, maka sampai sekarang “sikap mental anak jajahan” itu belumlah habis semuanya. 

Selama lebih dari 30 tahun (era orde baru), sikap mental “dilayani” inipun masih terus 

berlangsung. Masih banyak kepala daerah dan jajarannya menampilkan sosok “raja” yang harus 

selalu dilayani oleh rakyatnya. Namun kita juga tidak menutup mata bahwa sekarang ini, dengan 

terpilihnya presiden hingga kepala daerah secara langsung oleh rakyat, paradigma ingin 

“dilayani” sudah banyak mulai berubah kearah “melayani.” Narasi-narasi berbagai visi, misi, 

program kerja sang kepala Negara/kepala daerah sekarang ini telah banyak menunjukkan orintasi 

pelayanan kepada masyarakat. Bahkan setelah mereka betul-betul terpilih sebagai kepala Negara/ 

daerah program-program pelayanan kepada masyarakat menajdi prioritas dalam 

pemerintahannya. 
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Tabel 2.1 

perbandingan perspektif: Old Public Administration (OPA), New Public Management 

(NPM), and New Public Service (NPS) 

Aspek Old Public 

Administration 

New Public 

Management 

New Public 

Service 

Dasar teoritis dan 

fondasi epistimologi 

Teori politik Teori ekonomi Teori 

demokrasi 

Konsep kepentingan 

public 

Kepentingan 

public secara 

politis dijelaskan 

dan diekspresikan 

dalam urusan 

hokum 

Kepentingan 

public mewakili 

agregasi 

kepentingan 

individu 

Kepentingan 

public adalah 

hasil dialog 

bebagai nilai 

Responsivitas 

birokrasi public 

Clients dan 

constituent 

Customer Citizens 

Peran pemerintah Rowing Streering Serving 

Akuntabilitas Hierarki 

administrative 

dangan jenjang 

yang tegas 

Bekerja sesuai 

dengan 

kehendak pasar 

(keinginan 

pelanggan) 

Multiaspek: 

akuntabilitas 

hokum,nilai-

nilai komunitas 

norma politik, 

standar 

professional 

Struktur organisasi Birokrasi yang di 

tandai dangan 

top-down 

Desentralisasi 

organisasi 

dengan control 

utama berada 

pada para agen 

Struktur 

kolaboratif 

dengan 

kepemilikan 

yang bebagai 

secara internal 

dan eksternal  

Asumsi terhadap 

motivasi pegawai dan 

administrator 

Gaji dan 

keuntungan 

proteksi 

Semangat 

entrepreneur 

Pelayanan 

public dengan 

keinginan 

melayani 

masyarakat 
Sumber:kualitas pelayanan public (2011: 4-5).Dr. Hardiyansyah,  M.Si.  
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2.4. Pelayanan Publik 

Pelayanan memiliki tiga makna, yaitu perihal atau cara melayani, usaha melayani 

kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), dan kemudahan yang diberikan 

sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian pelayanan menurut American 

Marketing Association adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, 

proses produksinya mugkin juga tidak dikaitkan dengan produk fisik (Hardiyansyah, 2011:10). 

Pelayanan timbul karena adanya faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan yang 

bersifat material (Moenir, 2002:12). Faktor yang bersifat ideal mendasar ada tiga jenis yaitu: 

1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang. 

2. Adanya keyakinan untuk saling menolong sesama. 

3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu bentuk amal 

saleh. 

Selanjutnya faktor material adalah organisasi yang menimbulkan hak dan kewajiban, baik 

ke dalam maupun ke luar. Hak dan kewajiban ke dalam dapat disebutkan misalnya : 

Hak:  

1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama atas dasar aturan yang adil dan jujur. 

2. Hak atas penghasilan berdasarkan peraturan yang ada. 

3. Hak menjalankan ibadah di tempat kerja. 
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4. Hak istirahat sesuai dengan konvensi International Labour Organization (ILO). 

5. Hak perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja. 

Kewajiban : 

1. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya dalam waktu yang telah 

ditetapkan/ sesuai dengan SOP. 

2. Melayani keperluan orang yang berkepentingan, baik orang dalam maupun orang lain bukan 

pegawai sesuai dengan norma umum dan upaya organisasi. 

3. Mentaati aturan organisasi. 

4. Bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan doktrin dan budaya organisasi. 

Adapun hak dan kewajiban ke luar ditujukan kepada orang luar atau masyarakat yang 

berkepentingan adalah sebagai berikut : 

Hak : 

1. Bertahan terhadap paksaan yang bersifat penyimpangan dari aturan organisasi. 

2. Melakukan tindakan darurat di lapangan apabila diperlukan. 

Kewajiban : 

Melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Pelayanan sebagai proses adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang 

lain secara langsung. Pengertian proses terbatas dalam kegiatan manajemen dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi. Dalam arti luas, proses  
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menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan 

(Moenir, 2002:16). 

Pelayanan dianggap sebagai suatu kegiatan yang menawarkan penjualan dan 

menyediakan keuntungan yang berharga, bisa diperjualbelikan, dan tidak dapat 

dihilangkan.Hakekat pelayanan adalah produk yang tidak kasat mata dan melibatkan usaha 

manusia serta menggunakan peralatan (Suaedi dan Wardiyanto, 2010:69). 

Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat pamungkas 

kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang.Namun pelayanan memiliki karakteristik 

tersendiri yang berbeda dari barang. Salah satu yang membedakannya dengan barang adalah 

output yang tidak berbentuk, tidak standar, serta tidak dapat disimpan dalam inventori melainkan 

langsung dapat dikonsumsi pada saat produksi (Kurniawan, 2005:6). 

Pelayanan publik atau pelayanan umum di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dapat didefinisikan sagala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 

Ayat 1 UU No. 25/2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan  
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bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang 

disediakan penyelenggara pelayanan publik (Hardiyansyah, 2011:11). 

Menurut Boediono (2003:61) pelayanan publik yang dilakukan birokrasi atau lembaga 

lain termasuk badan usaha swasta yang tidak berorientasi pada laba dimana masyarakat 

ditempatkan sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan dan 

menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. 

Berdasarkan konteks pemerintah daerah pelayanan publik dapat diartikan sebagai 

pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan organisasi lain yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Sedangkan 

penyelenggara pelayanan publik menurut Bab 1 Pasal 1 ayat 2 UU No. 25/2009 adalah setiap 

institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang – undang untuk kegiatan pelayanan  publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata 

– mata untuk kegiatan pelayanan publik (Hardiyansyah, 2011:12). 

Sepuluh prinsip pelayanan umum tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003tentang Pedoman  Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut (Ratminto, 2010:21) : 
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1. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 

dilaksanakan. 

2. Kejelasan, yaitu dalam memberikan pelayanan harus jelas beberapa hal sebagai berikut : 

a. Persyaratan teknis dan  administratif pelayanan publik. 

b. Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan. 

4. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum. 

6. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan 

dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika 

(telematika). 

8. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan 

informasi. 
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9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, 

sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.  

10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya. 

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna 

maupun masyarakat secara luas.Karena itu, pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai 

serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga 

pengguna. Pengguna yang dimaksud di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan 

publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta 

kematian, sertifikat tanah, izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin 

pengambilan air bawah tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya (Dwiyanto, 

2008:136). 

Menurut Saefullah dalam Hardiyansyah (2011:14), pemerintah untuk memberikan 

pelayanan publik yang lebih baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan prubahan 

kepentingan publik sendiri.Perubahan kehidupan dunia yang begitu cepat mempunyai pengaruh 

yang cepat pula terhadap perubahan sikap dan prilaku masyarakat secara umum.Pada prinsipnya 

setiap pelayanan publik ini, senantiasa harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan 

dengan keinginan klien atau masyarakat pengguna jasa.Akan tetapi kenyataannya untuk 
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 mengadakan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik bukanlah sesuatu yang 

mudah.Banyak jenis pelayanan umum dinegeri ini dengan macam-macam persoalan dan 

penyebab yang sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga perlu dicari suatu 

meode yang mampu menjawab persoalan tadi. 

Jenis – jenis pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah, baik di pusat maupun di 

daerah, dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 adalah pelayanan yang berkaitan dengan persoalan kependudukan, ketertiban dan 

keamanan, perizinan, kesejahteraan, pengawasan kegiatan masyarakat, pengembangan 

perekonomian, pembinaan politik, sosial budaya, pelayanan yang bersifat tugas pembantuan, dan 

pelayanan administrasi surat menyurat bagi kepentingan warga masyarakat (Thamrin, 2013: 

67). 

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, 

standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita 

hamil dan balita, pelayanan khusus biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, 

pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik (Ratminto, 2010:21). 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.Standar pelayanan 

merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaat i 

oleh pemberi dan penerima pelayanan (Ratminto, 2010:24). 
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Pelayanan publik yang juga merupakan bagian dari pelayanan pemerintah, maka 

pemerintah sebagai pengelolah di dorong untuk memperbaiki dirinya guna mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik (good governance).Inti dari good governance adalah pemerintah 

memiliki kewajiban melayani masyarakatnya. Pelayanan publik dalam konteks mewujudkan 

good governance ini dapat dilihat melalui tiga langkah strategi (Sukaman, 2015:97), yaitu : 

a. Interaksi antara negara (yang diwakili pemerintah) dengan warganya, termasuk berbagai 

kelompok atau lembaga di luar pemerintah dalam pelayanan publik. 

b. Pelayanan publik adalah ranah dimana prinsip – prinsip good governance dapat 

diartikulasikan secara lebih baik. Keterlibatan aktor di luar pemerintah dapat memberi 

masukan, kritik, atau respon terhadap bentuk pelayanan yang diberikan. 

Pelayanan publik melibatkan semua kepentingan yang berada di dalam negara. 

Pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik yang lebih baik. 

2.5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  

Badan penyelenggara jaminan nasional (BPJS) adalah badan hokum publik yang 

bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 

bulan di Indonesia (UU NO.24 Tahun 2011 tentang BPJS). 
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Mengingat pentingnya peran BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan social 

dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia,maka UU BPJS dalam menyelenggarakanprogram 

jaminan social dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan 

batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapatdiketahui 

secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk 

mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara trannsparan. 

Fungsi BPJS adalah : 

d. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

e. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan kecelakaan kerja, program 

jaminan kematian, program jaminan pension dan jaminan hari tua. 

Tugas BPJS : 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaiman tersebut diatas BPJS bertugas untuk : 

a. Melakukan dan menerima pendaftaran peserta. 

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. 

c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. 

d. Mengelola dana jaminan social untuk kepentingan peserta. 

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan social. 

f. Membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan social. 
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g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan social kepada 

peserta dan masyarakat. 

Wewenang dari BPJS dalam melaksanakan tugasnya adalah : 

1. Menagih pembayaran iuran. 

2. Menempatkan dana jaminan social untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang 

dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan 

dana, dan hasil yang memadai. 

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja 

dalam mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan jaminan social nasional. 

4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran 

fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. 

5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja denganfasilitas kesehatan. 

6. Mengenakan sanksi administrative kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak 

memenuhi kewajibannya.  

7. Melaporkn pemberi kerja pada instansi yang berwenang mengenai ketidak 

patuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program 

jaminan sosial. 

Tujuan dan manfaat dari jaminan kesehatan bagi masyarakat adalah : 
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1. Memberi kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan 

fasilitas jaminan kesehatan masyarakat. 

2. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak 

berlebihan sehingga nantinya terkendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan. 

3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Prosedur umum dari BPJS adalah : 

1. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada pelayanankesehatan tingkat 

pertama tempat Peserta terdaftar. 

2. Ketentuan diatas dikecualikan pada  

a. Berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta 

terdaftar. 

b. Dalam keadaan kegawatdaruratan. 

3. Peserta dianggap berada di luar wilayah apabila peserta melakukan kunjungan ke 

luar domisili karena tujuan tertentu, bukan merupakan kegiatan yang rutin. Untuk 

mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat tujuan, maka 

peserta wajib membawa surat pengantar dari Kantor BPJS Kesehatan tujuan. 

4. Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas 

Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat 

lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 
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5. Peserta yang melakukan mutasi pada tanggal 1 s/d akhir bulan berjalan, tidak dapat 

langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru 

sampai dengan akhir bulan berjalan. Peserta berhak mendapatkan pelayanan di 

fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru di bulan berikutnya. 

6. Peserta dapat memilih untuk mutasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama selain 

Fasilitas Kesehatan tempat Peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 

lebih. 

Untuk peserta yang baru mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sudah membayar iuran, maka 

mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

1. Mudrik (2005) telah melakukan penelitian tentang Analisis Kepuasan Pasien Terhadap 

Pelayanan Medical Rekord dan Farmasi pada RumahSakit Umum Provinsi Riau dengan 

hipotesis penelitian diduga factor factor yang mempengaruhi kepuasan pasien terhadap 

pelayanan Medical Rekord dan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Provinsi Riau. 

2. Lisma Yeni (2008) telah melakukan penelitian tentang Analisa Kualitas Pelayanan pada 

Rumah Sakit Tentara Pekanbaru dengan hipotesis penelitian diduga faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Tentara Pekanbaru. 

3. Linda Wati (2008) telah melakukan penelitian tentang Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Rawa 

pada Rumah Sakit Umum Bagan Siapi-api dengan hipotesis  
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diduga faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Bagan Siapi-

siapi. 

2.7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Pandangan Islam 

 

Konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut berasal dari kaum kafirpenjajah 

yang dipaksakan atas kaum muslim indonesia. Konsep jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) ini berakal dari suatu pandangan yang bersifat 

neoliberalistik. Konsep ini berusaha menghilangkan peran negara atau pemerintah 

dalam mengurus rakyat. 

Konsep ini menegaskan bahwa layanan kesehatan dianggap lebih baik 

diselenggarakan melalui ansuransi sosial dari pada diselenggarakan oleh 

pemerintah. 

Dengan kata lain Jaminan Kesehatan Nasional pada dasarnya adalah 

pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang asalnya 

ada dipundak pemerintah. Lalu dipindahkan ke pundak institusi yang dianggap 

berkemampuan lebih tinggi dalam membiaayai kesehatan atas nama peserta 

jaminan sosial. Institusi yang dimaksud untuk konteks Indonesia adalah Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

A. Pandangan Hukum Islam 

Berdasarkan fakta tersebut, dalam pandangan hukum islam, haram hukumnyapemerintah 

menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional, berdasarkanUndang-undang No 40 Tahun 2004 

Tentang Sistem Jaminan Sosial Negara(SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS). 
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Ada lima alasan keharamannya, yaitu : 

1. Karena konsep Jaminan Kesehatan Nasional tersebut bukanlah peraturansyariah islam, 

melainkan peraturan hukum kufur. Yang disebut hukum kufurMenurut Imam Taqiyuddin An 

Nabhani, adalah setiap hukum yang bukan hokum syariah islam. Padahal seorang Muslim, 

siapapun dia, baik rakyat atau penguasaatau pemimpin, haram hukumnya menerapkan hukum 

kufur dan sebaliknya wajibmenerapkan syariat islam saja, bukan hukum yang lain. Banyak ayat 

Al-Qurandan Hadits yang menegaskan hal tersebut. 

 

Artinya : Kami telah menetapkanbagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa 

nyawa(dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telingadengan telinga, 

gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa tidak 

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkanallah, maka mereka itulah orang-orang zalim. 

(AL. MAIDAH 45) 

2. Karena konsep Jaminan Kesehatan Nasional tersebut berasal dari kaum kafirpenjajah 

yang dipaksakan atas kaum muslim indonesia. Pemaksaan kaum kafirtersebut dapat 

menimbulkan dominasi kaum kafir penjajah atas kaum muslim.Pada waktu yang sama 

pemaksaan itu dapat menghilangkan kedaulatan kaummuslim untuk mengatur negerinya sendiri 

berdasarkan hukum syariat islam. 

Artinya : Yaitu orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akn terjadi padadirimu. 

Apabila kamu mendapat kemenangan dari allah mereka berkata “ Bukankami (turut berperang) 

bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagianmereka berkata, Bukanlah kami turut 

memenangkanmu, dan membela 
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 kamu dariorang mukmin? Maka allah akan memberi keputusan diantara kamu pada harikiamat. 

Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untukmengalahkan orang-orang beriman. 

(AN-NISSA 141) 

3. Karena konsep Jaminan Kesehatan Nasional tersebut akan menimbulkanmudharat, 

yaitu semakin beratnya beban hidup masyarakat akibat pemaksaaniuran bulanan yang akan 

diambil secara paksa oleh Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS), padahal islam adalah 

ajaran yang mengharamkan segala bentukmudharat, termasuk mudharat dalam bentuk iuran 

paksa yang menimbulkan bebantambahan atas rakyat yang sudah menderita selama ini.Allah 

SWT juga sudah mengingatkan agar umat islam selama mewaspadaikaum kafir yang memang 

selalu ingin menimbulkan mudharat bagi kita umatislam. 

4. Karena konsep Jaminan Kesehatan Nasional tersebut bertentangan denganislam dalam 

hal peran negara. Konsep Jaminan Kesehatan Nasional adalah konsepkafir yang berusaha untuk 

menghilankan peran dan tanggung jawab negara dalammengurus rakyat, termasuk urusan 

jaminan kesehatan.Sementara dalam ajaran islam, negara mempunyai peran sentral dan 

sekaligusbertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya termasuk 

urusankesehatannya, hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung 

jawab seorang imam atau khalifah (kepala negara islam) untukmengatur seluruh urusan 

rakyatnya. 

5. Karena konsep Jaminan Kesehatan tersebut bertentangan dengan jaminankesehatan 

dalam islam, jaminan kesehatan diperoleh oleh rakyat 
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 yang harusdengan membayar iuran dipaksakan (asuransi sosial) sedangkan dalam islamjaminan 

kesehatan di peroleh oleh rakyat dari pemerintah secara gratis.  
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2.8. Kerangka Pemikiran 

Merujuk dari peraturan mentri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi 

nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman survey kepuasaan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik yang meyatakan kualitas pelayanan sebagai variabel (X) 

maka penulis membuat kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut : Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: permanPAN.RB no 14 tahun 2017 

 

Kualitas Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas Kota Lama Kabupaten Rokan 

Hulu. 

1.persyaratan 

2. prosedur 

3. waktu pelayanan 

4. biaya/tarif  

5. produk spesifikasi jenis pelayanan 

6. kompetisi pelaksana 

7. perilaku pelaksana 

8. pengaduan, saran dan masukan 

9. sarana dan prasarana 

 

Kepuasan Masyarakat Pemilik Kartu 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) 
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Berdasarkan kerangka pemikiran penulis pada peraturan mentri pendayagunaan aparatur 

Negara dan reformasi birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey kepuasaan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public, penulis juga berupaya merujuk pada 

teori yang dikembangkan oleh Zeithaml dkk. (1990:26) bahwa kualitas pelayanan dapat di ukur 

dari 5 dimensi, yaitu: Tangible (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiviness 

(Ketanggapan), Assurance (Jaminan), Dan Empathy (Empati). Masing-masing dimensi memiliki 

indicator-indikator sebagai berikut: 

Untuk dimensi Tangibel (Berwujud), terdiri atas indicator: 

- Penampilan petugasn / aparatur dalam melayani pelanggan 

- Kenyamanan tempat untuk melakukan pelayanan 

- Kemudahan dalam melakukan proses pelayanan 

- Kedisiplinan petugas / aparatur dalam melakukan pelayanan 

- Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

- Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

Untuk dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indicator: 

- Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

- Memiliki standar pelayanan yang jelas 

- Kemampuan petugas / aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan 

- Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan 

Untuk dimensi Responsiviness (Respon / ketanggapan), terdiri atas indikator: 

- Merspon setiap pelangan / pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan 

- Petugas / aparatur malakukan pelayanan dengan cepat 

- Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 

- Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 

- Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 

- Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 
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Untuk dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator: 

- Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

- Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 

- Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 

- Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 

Untuk dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indkator: 

- Mendahulukan kepentingan pemohon / pelanggan 

- Petugas melayani dengan sikap ramah 

- Petugas melayani dengan sikap sopan santun 

- Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan) 

- Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan 

Lima dimensi pelayanan publik tersebut di atas, merupakan tolak ukur kualitas pelayanan 

pada Pasien Peserta Bpjs Kesehatan di Puskesmas Kunto Darussalam, akan tetapi penulis tetap 

berpedoman berdasarkan Permenpan.RB No 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat. 

 

2.9. Definisi Konsep 

Berdasarkan PermenPAN.RB No 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat terdapat sembialan poin survei 

kepuasan masyarakat meliputi: 

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 

persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, 

termasuk pengaduan. 

3. Waktu pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 

pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  
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4. Biaya/Tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus 

dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 

spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan  

pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan 

pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 

suatu proses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Tabel 2.2 

2.10. Konsep Operasional 

No 

1.  

Variabel Indikator Sub indikator 

Kualitas 

pelayanan 

 

1. Persyaratan  Persyaratan teknis maupun 

administratif yang harus 

dipenuhi oleh pasien bpjs 

kesehatan 

2. Prosedur Tata cara pelayanan yang 

telah di tentukan bagi 

pemberi dan penerima 

pelayanan bpjs kesehatan 

3. Waktu pelayanan Seluruh proses pelayanan 

harus diselesaikan dalam 

jangka waktu yang di 

perlukan  

4. Biaya/Tarif Kepada penerima layanan 

biaya atau tarif besarnya 

sesuai dengan yang telah 

ditetapkan 

5. Produk spesifikasi 

jenis pelayanan 

Hasil dari setiap spesifikasi 

jenis pelayanan yang 

diberikan dan diterima 

sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan 

6. Kompetensi 

pelaksana 

Kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana 

dalam member pelayanan 

kepada pasien bpjs 

kesehatan 

7. Perilaku pelaksana Sikap petugas dalam 

memberikan pelayanan 

kepada pasien bpjs 

kesehatan 

8. Penanganan, 

pengaduan, saran 

dan masukan 

Tata cara pelaksanaan 

pengaduan dan tindak 

lanjut 

9. Sarana dan 

prasarana 

Sesuatu yang dapat dipakai 

dalam mencapai maksud 

dan tujuan 

Sumber : permanPAN.RB no 14 tahun 2017 

 


